
WALI KOTA LUBUKLINGGAU 

PROVINS! SUMATERA SELATAN 

PERATURAN WALi KOTA KOTA LUBUKLINGGAU 
NOMOR ' TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALi KOTA NOMOR 46 TAHUN 2020 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2021 

Menirnbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALi KOTA LUBUKLINGGA.U, 
\ 

a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatari dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2021 telah ditdapkan dengan Peraturan Wali 
Kota Lubuklinggau Nomor 46 Tahun 2020; 

b. bahwa sehubungan dengan perubahan asumsi Pendapatan 
Daerah pada komponen Peridapatan Transfer, Pendapatan Asli 
Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah serta 
perubahan Anggaran Belanja pada Organit,asi Perangkat 
Daerah, maka Pernturan Wali Kota Lubu1:linggau Nomor 46 
tentang Penjabara_r1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2021 perlu diubah; 

c. bahwa _ berdasark:m. pertimba:1gan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan h, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota 
tentang Perubah::m .i\tas Peratu ran Wali Ko;·fi Non-:or 46 Tahun 
2020 tentang Penjabarn.n _l\.r,ggman Pc t.Ldapatan clan Belanja 
Daerah Tahun Angga:-an 2021.. 

1. Undang-Undang N'.:m10r 7 T.:.hun 2001 tcntang Pr::mbentukan 
Daerah Kota LubiJ.klinggau (Lembam.n "f\kgan3. Republik 
Indonesia Tahun '.1001 Nomor f!.7, Ta.Q.11:-s.l,? .. '1 L.:::rnbarnn Negara 
Republik Indone::r~aNc,rhcr 4114); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara -Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambah:=m Lembnnn Neg;;:.rn Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang J\Tc:ncr 1 Te.hr::~, 2004 tentG.r!g J?erbt~ndaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tam.bahan Lembar, :n Negci:a Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

4. Undang-undang ... r''}( 



e 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencan~an · Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik • 
Indonesia Nomor 5049); 

7 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan W akil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana ~elah diubah dengan Peratu.ran Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4693); 



12. Peraturan. P~merintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang tata c~a 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta kedudukan keuangan 
Gubemur sebagai Wakil Pemerintah diwilayah Provinsi 
Sumatera Selatan. 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
nomor 6041); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 17 Nomor 106); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 525) 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 ten tang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

21. Pe,atu,~ 



Menetapkan 

21 . Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang 
Pedoman . P~riyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang 
Pengelolaan Tran sf er ke Daerah dan Dana Desa Tahun 
Anggaran 2021 dalarn rangka mendukung Penanganan 
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan 
dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 149); 

24. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota 
Lubuklinggau; 

25. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2020 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 
2021 Nomor 6); 

26. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 04 Tahun 2019 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota 
Lubuklinggau Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kota 
Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 4); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALi KOTA LUBUKINGGAU TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 46 
TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2021. 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula 
berjumlah Rp.1.158.890.120.295,00 bertambah sejumlah 
Rp.28.739.541.172,00 sehingga menjadi Rp.l.187.629.661 .467,00 dengan 
rincian sebagai berikut: 

1. Pendapatan Daerah 
a. Semula 
b. Bertarnbah/ (Berkurang) 

Jurnlah Pendapatan 
setelah Perubahan 

Rp. 961.390.120.295,00 
Rp. 28. 739. 541.1 72,00 

Rp. 990.129.66 ] .467,00 

2 .Belanja Dae,ah.~ 



0 

2. Belanja Daerah . 
a. Semula Rp. l.158.890.120.295,00 
b . Bertambah/ (Berkurang) Rp. 28.739.541.172.00 

Jumlah Belanja setelah 
Perubahan Rp.1.187.629.661.467.00 
Surplus/ (Defisi t) 
setelah Perubahan (Rp. 197.500.000.000,00) 

3. Pembiayaan Daerah 
a . Penerimaan 

1. Semula 
2 . Bertambah/ 

(Berkurang) 
J u mlah Penerimaan 
setelah Perubahan 

b. Pengeluaran 

Rp. 200.500.000.000,00 
Rp. 0,00 

1. Semula Rp. 3.000.000.000,00 
2. Bertambah / =R=P=---· ___ __ _____::,0.i..::,0~O 

(Berkurang) 
Jumlah Pengeluaran 
setelah Perubahan 

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah 
Perubahan 

Pasal 2 

Rp. 200.500.000.000,00 

Rp. 3.000.000.000,00 

Rp.197 .500.000.000,00 

Rp. 0,00 

Ketentuan dalam Peraturan Wall Kota Lubuklinggau Nomor 46 Tahun 2020 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2021 pada Lampiran I Ringkasan APBD, dan Lampiran II Penjabaran 
APBD pada Organisasi Perangkat Daerah diubah secara keseluruhan berbunyi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan W ali Kota ini. 

Pasal 3 ' 

Peraturan Wali Kota ini selanjutnya dianggarkan dan/atau dituangkan dalam 
Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau ten tang Perubahan · Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2021. 

Pasal 4 .... 



• 

• 

'' ,, 

Pasal 4 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Wali Kota Lubuklinggau ini dalam Berita Daerah. 

Diundangkan di Lubuklinggau 

Pada Tanggal / 9 .f~ ?-o}\ 

Ditetapkan di Lubuklinggau. 
pada tanggal /' 9 reb(\Ui,(\ 90;}, 

WALI KOTA LUBUKLINGGAU, 

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU, 

N SANI, M.Si 

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2021 NOMOR 9 


